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ABSTRAK 

Permasalahan KDRT yang terjadi pada perempuan belum memiliki mekanisme perlindungan yang 

memadai. Upaya hukum negara dan gereja untuk memberikan perlindungan pada korban KDRT 

masih menyisakan ruang pembungkaman terhadap kisah mereka. Hal tersebut membuat korban 

kekerasan enggan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Korban kekerasan lebih memilih 

untuk menyelesaikan permasalahan KDRT melalui pendekatan budaya dengan menggunakan hukum 

adat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menunjukkan peran hukum adat di konteks Sabu 

yang berpihak pada perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan teks-teks Kitab Suci yang sering 

kali kurang menguntungkan bagi perempuan, dan cenderung mengorbankan mereka. Penelitian ini 

juga akan mengusulkan bentuk konseling pastoral dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Sabu 

yang menyediakan mekanisme perlindungan bagi perempuan. Dalam mengembangkan penelitian, 

maka metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Jenis sampel yang digunakan dalam 

penelitian lapangan adalah purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan hukum adat di Sabu dalam 

penyelesaian masalah KDRT melibatkan mekanisme tradisional yang berupaya mengakomodir suara 

perempuan dan memberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya; Hukum adat 

mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang kepada perempuan dalam penyelesaian masalah 

KDRT melalui tahapan penyelesaian masalah; Hukum adat berkontribusi bagi proses konseling yang 

adil dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan 

moral yang penting dalam komunitas setempat. Pertimbangan dan usul yang diberikan baik itu 

gereja, masyarakat, dan perempuan adalah mengembangkan pelayanan pastoral dengan 

memanfaatkan nilai-nilai budaya yang mendukung penyelesaian masalah KDRT, memberi 

perlindungan bagi korban, dan tidak bungkam terhadap kekerasan. 

 

Kata kunci: Hukum adat, KDRT, Konseling Pastoral, Mekanisme Perlindungan, Perempuan 
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ABSTRACT 

The problem of domestic violence that occurs to women does not yet have an adequate protection 

mechanism. Legal efforts by the state and the church to provide protection to victims of domestic 

violence still leave room for silencing their stories. This makes victims of violence reluctant to report 

the violence they experience. Victims of violence prefer to resolve domestic violence issues through 

a cultural approach using customary law. This research aims to find and demonstrate the role of 

customary law in the context of Sabu that is in favour of women. This contrasts with biblical texts 

that are often less favourable to women, and tend to victimise them. The research will also propose 

a form of pastoral counselling by utilising the values of the Savunese culture that provide protection 

mechanisms for women. In developing the research, the method used is qualitative research method. 

This research was conducted in Tanajawa Village, Hawu Mehara Sub-district, Sabu Raijua Regency. 

The type of sample used in field research is purposive sampling. The data collection techniques are 

through interviews and observations. The results found that the application of customary law in Sabu 

in resolving domestic violence issues involves traditional mechanisms that seek to accommodate 

women's voices and provide space to participate in the resolution process; Customary law 

accommodates women's voices and provides space for women in resolving domestic violence issues 

through the stages of problem solving; Customary law contributes to a fair counselling process and 

provides protection for women by integrating important cultural and moral values in the local 

community. Considerations and suggestions for the church, community, and women are to develop 

pastoral services by utilising cultural values that support the resolution of domestic violence 

problems, provide protection for victims, and not be silent about violence. 

 

Keywords: Customary law, Domestic Violence, Pastoral Counselling, Protection Mechanism, 

Women
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi topik yang dibahas dari 

berbagai bidang keilmuan. Meski menjadi topik yang sering dibahas, angka KDRT masih tetap tinggi 

dan perlu mendapatkan perhatian. Definisi KDRT dijelaskan sebagai pola perilaku dengan tujuan 

menguasai dan mengendalikan pasangan. KDRT dapat terjadi dalam bentuk penganiayaan. 

Penganiayaan yang dilakukan meliputi: menakuti, mengintimidasi, meneror, menyakiti, menghina, 

menyalahkan, atau melukai seseorang. Kekerasan rumah tangga tidak mengenal ras, usia, orientasi 

seksual, agama maupun jenis kelamin, bahkan mempengaruhi dari semua latar belakang sosial 

ekonomi dan tingkat pendidikan.1   

Pengertian KDRT secara hukum juga terdapat pada UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga :  

Pasal 1 ayat 1: 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.2  

Kekerasan terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa 

memiliki kuasa atas orang lain. Hal ini karena adanya bias gender. Bias gender dipahami sebagai 

pandangan atau stereotip yang berdasarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, bias gender berkontribusi pada dominasi laki-laki 

dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga kekerasan sering dialami oleh perempuan dan 

 

1 Richard L. Davis, Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions,. (New York: CRC Press, 

2008), https://doi.org/10.1201/9781420061406. 
2 “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga,” accessed October 17, 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf. 
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dilakukan oleh laki-laki.3 Penyelidikan mengenai KDRT terbagi dalam dua segi yakni secara 

individu dan struktur sosial. Dari segi individu berhubungan dengan masalah yang ada pada diri 

seseorang sedangkan dari segi struktur sosial berhubungan dengan ketidaksetaraan atas pola relasi 

laki-laki dan perempuan. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan KDRT yakni budaya, ajaran 

agama yang keliru dan role model dalam keluarga.4  

Permasalahan KDRT dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun penelitian ini 

akan berfokus pada perempuan selaku istri yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan 

oleh laki-laki selaku suaminya. Topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang kuat 

dan maraknya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas 

Perempuan tahun 2021, kasus perempuan yang mengalami kekerasan di ranah privat berjumlah 8.234 

kasus, di antaranya 79% (6.480 kasus) adalah tindak KDRT dan relasi personal. Kekerasan yang 

terjadi terhadap istri sebanyak 49% (3221 kasus), terhadap pacar 20% (1309 kasus), terhadap anak 

perempuan 14% (954 kasus), sisanya kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar 

dan juga terhadap pekerja rumah tangga.5  

Permasalahan KDRT yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dicatat oleh komnas 

perempuan menunjukkan bahwa permasalahan ini masih perlu mendapatkan perhatian dan 

penanggulangan yang serius. Di daerah-daerah dalam wilayah Indonesia, kasus-kasus kekerasan 

masih terjadi, salah satunya di provinsi NTT. Salah satu lembaga yang melakukan pendampingan 

terhadap perempuan dan anak dalam menghadapi kasus kekerasan adalah Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi NTT. Data dari P2TP2A provinsi NTT tahun 

2021 menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan di ranah privat terkhususnya kekerasan 

terhadap istri. 

 

 

 

 

3 Anugriaty Indah Asmarany, “Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” JURNAL 

PSIKOLOGI, n.d., 20., hlm 3 
4 Nini Anggraini, Dwiyanti Hanandini, and Wahyu Pramono, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 

perceraian dalam keluarga, Cetakan pertama (Nanggalo, Padang: Penerbit Erka, 2019).. hlm 6 
5 Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, Perempuan Dalam Himpitan  Pandemi:  

Lonjakan Kekerasan Seksual,  Kekerasan Siber, Perkawinan Anak,  Dan Keterbatasan Penanganan  Di Tengah Covid-

19,” 2021, https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf., hlm 1 
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Tabel 1.  Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi NTT tahun 2021 

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT 6 

Data ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi 43 kasus kekerasan yang dialami 

oleh perempuan atau istri. Jenis kekerasan yang dialami berupa kekerasan psikis. Kekerasan ini 

memiliki angka cukup tinggi dengan jumlah 33 kasus. Jenis kekerasan lain yakni pemerkosaan 

sebanyak 9 kasus, penelantaran sebanyak 6 kasus, kekerasan fisik sebanyak 4 kasus. Sementara 

meski kasus pelecehan pada data tidak ditemukan, namun pelecehan juga dapat terjadi pada kasus 

 

6 Data ini diperoleh dari P2TP2A Provinsi NTT 2021, 8-16 September 2022. 

Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Suami -Istri 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Bulan Januari - Desember 2021 

No Bulan 

 Pelaku Jenis Kekerasan 

Jlh Suami 
Istri 

Fisik Psikis Penelantaran Pelecehan Pemerkosaan 

       

1 JAN 1 1 0 0 0 1 0 0 

2 FEB 1 1 0 1 0 0 0 0 

3 MAR 2 2 0 0 1 1 0 0 

4 APR 3 3 0 0 3 0 0 0 

5 MEI 3 3 0 0 2 1 0 0 

6 JUNI 4 4 0 0 4 0 0 0 

7 JULI 7 7 0 1 6 0 0 0 

8 AGT 8 8 0 0 8 0 0 0 

9 SEP 5 5 0 2 2 1 0 0 

10 OKT 3 3 0 0 2 1 0 0 

11 NOV 2 2 0 0 2 0 0 9 

12 DES 4 4 0 0 3 1 0 0 

JUMLAH 43 43 0 4 33 6 0 9 
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pemerkosaan.. Meskipun data di atas menunjukkan bahwa kasus pelecehan memiliki angka yang 

cukup tinggi, namun penelitian akan berfokus pada kasus kekerasan fisik.  

 Rekapitulasi data di atas dapat menjadi contoh bahwa kasus kekerasan masih terjadi. Untuk 

itu penanganan masalah kekerasan biasanya menggunakan hukum negara dan gereja. Hukum negara 

memiliki peran untuk mencegah atau menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah 

telah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan KDRT, yang bertujuan untuk 

mencegah segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, melindungi korban, menindak 

pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.7 Namun dalam 

pelaksanaannya peradilan yang dilakukan hanya berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku 

sesuai dengan rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Hal ini pun belum tentu 

menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pembaharuan hukum pun akan memerlukan waktu yang lama 

sedangkan nasib korban juga perlu untuk diperhatikan.8 Selain itu, korban KDRT cenderung menarik 

laporannya karena perasaan dan cenderung memikirkan beban hidup selanjutnya, serta sulit 

mengumpulkan bukti dalam mengungkap kasus KDRT. 9 

Lalu ada juga LSM yang memiliki tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan bagi 

korban kekerasan. Namun, hal tersebut juga tidak mampu menjamin perempuan berani bersuara atau 

melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang membuat 

perempuan harus tunduk kepada laki-laki dan harus menjaga martabatnya. Kekerasan diwajarkan 

dan dianggap sebagai cara mendidik perempuan. Selain itu masyarakat masih belum sepenuhnya 

mendukung korban kekerasan seperti menjadi saksi untuk proses hukum disebabkan karena 

keterbatasan akses untuk melapor pada pihak yang berwajib.10 Bungkamnya perempuan sebagai 

 

7 Ulil Albab, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” 2023. 
8 Hamidah Abdurrachman, “Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 3 (2010): 

475–91, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7.. Hlm 489 
9 Albab, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” 
10 Alfred Sengge, “Data Pendampingan Rumah Perempuan Kupang Tiga Tahun Terakhir Persoalan KTPA 

Sebanyak 286 Kasus,” Radio Rapublik Indonesia (blog), November 20, 2022, https://www.rri.go.id/daerah/92331/data-

pendampingan-rumah-perempuan-kupang-tiga-tahun-terakhir-persoalan-ktpa-sebanyak-286-kasus. 
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korban kekerasan membuatnya terus berada dalam lingkaran kekerasan. Ketakutan, kekhawatiran 

dan rasa trauma membuat korban memilih tidak meneruskan permasalahan KDRT ke jalur hukum.11 

Sama seperti hukum negara, gereja juga memiliki peran untuk menangani masalah KDRT. 

Beberapa langkah yang diambil oleh gereja dalam mengatasi KDRT yakni melakukan pelayanan 

diakonia, seminar mengenai KDRT, pelayanan perkunjungan, melakukan pelayanan firman, 

pelayanan pemuridan. Sementara peran gereja dalam menolong korban KDRT adalah melakukan 

konseling pastoral dengan mendengar pengalaman korban.12 Meskipun telah terdapat beberapa 

langkah yang diambil oleh gereja, masih ada keengganan dari korban untuk melaporkan tindak 

kekerasan, karena terdapat indikasi bahwa KDRT tampaknya mendapatkan dukungan tidak langsung 

dari gereja. Menurut Pakpahan, salah satu penyebab langgengnya kekerasan adalah karena 

pemahaman yang dipegang oleh jemaat mengenai kekerasan dan penderitaan. Dalam pemahaman 

teologi tentang kekerasan, Alkitab lebih bersifat patriarkal, sehingga muatannya lebih memihak 

kaum laki-laki. Kaum perempuan menjadi subordinasi. Gereja mengembangkan teologi yang sejalan 

dengan pola patriarkal, di mana terdapat penyangkalan terhadap martabat perempuan sebagai ciptaan 

Allah yang sama dengan laki-laki. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental sebagai akibat 

dari sistem patriarkal itu. Perempuan dianggap objek yang bisa dieksploitasi. Teologi kekerasan 

mendorong adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan secara spiritual membunuh kaum 

perempuan. Selain itu, teologi kekerasan juga mengubur potensi dan talenta melalui peran-peran 

stereotip domestik.13 

Sementara itu, teologi penderitaan memberikan dua pemahaman. Pertama, orang Kristen 

menderita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan sorgawi; Kedua, karena Yesus menderita dan 

mati di kayu salib, maka para pengikutnya harus menjadikan penderitaan sebagai bagian dari 

kehidupan mereka. Penderitaan dipandang sebagai bentuk pietisme Kristen. Bentuk spiritualitas ini 

bisa menjadi problematis, karena dapat melegitimasi sumber penderitaan termasuk masalah 

ketidakadilan. Perempuan menjadi korban dari tindak kekerasan dalam lingkup rumah maupun 

tempat kerja. Terjadi pelanggaran terhadap hak dan martabat perempuan. Akan tetapi perempuan 

 

11 Ferry Ndoen, “Banyak Perempuan Korban Kekerasan Memilih Bungkam Karena Hal Ini, Simak Kata IFLC,” 

Pos-Kupang.Com (blog), n.d., https://kupang.tribunnews.com/2019/12/08/banyak-perempuan-korban-kekerasan-

memilih-bungkam-karena-hal-ini-simak-kata-iflc. 
12 Polyongkico Polyongkico and Nelsen Nelsen, “Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat,” 

Jurnal Kala Nea 3, no. 1 (June 30, 2022): 29–43, https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.100. 
13 Mangara Pakpahan, “Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT dI HKBP,” Mitra Sriwijaya: 

Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1, no. 2 (April 5, 2021): 39–65, https://doi.org/10.46974/ms.v1i2.18., hlm 50 
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tidak memiliki alasan untuk menderita dan tidak memiliki tujuan dalam penderitaan. Penderitaan 

perempuan tidak bermakna karena menderita tanpa martabat. Menurut Pakpahan, kita tidak dapat 

mengatakan ini sebagai bagian dari pikul salib, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus.14 

Sistem patrirakal dalam gereja menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan 

sebagai subordinat. Sementara teologi penderitaan mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian 

dari kehidupan Kristen yang harus diterima. Dampaknya pada perempuan adalah dalam sistem 

patriarkal, penderitaan perempuan dianggap sebagai bagian dari hidup mereka dan tidak diberi 

makna. Hal ini dapat melegitimasi kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Jadi patriarkal 

dapat mendukung dan memperkuat teologi penderitaan yang mengabaikan martabat dan hak-hak 

perempuan, melegitimasi kekerasan dan ketidakadilan terhadap mereka.   

Kecenderungan korban untuk tidak melaporkan kasusnya terlebih dahulu kepada lembaga 

negara disebabkan kurangnya jaminan perlindungan dan keamanan bagi mereka. Contohnya, ketiga 

korban kekerasan IM, BA, dan TN, melaporkan kekerasan yang mereka alami terlebih dahulu kepada 

keluarga mereka.  Selain itu, dukungan tidak langsung dari gereja yang mengajarkan korban untuk 

bertahan sebagai bagian dari “memikul salib” dapat memperumit situasi dan membuat korban merasa 

sulit mencari bantuan untuk melaporkan kasusnya. Ketika korban mencoba mencari perlindungan di 

gereja dengan pergi ke rumah pastori, pelaku masih dapat mengejar mereka, sehingga tempat tersebut 

sering kali tidak aman. Akibatnya, korban memilih mencari perlindungan di rumah keluarga 

mereka.15 

Untuk itu maka sering kali permasalahan KDRT diselesaikan secara kekeluargaan atau 

melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini dengan menggunakan nilai-nilai, norma atau 

hukum adat pada wilayah tertentu. Umumnya pendekatan ini masih digunakan dan berlaku pada 

masyarakat tradisional untuk mengatasi konflik atau permasalahan yang terjadi dalam komunitas 

mereka. Pendekatan budaya yang dianggap mampu mengontrol dan mengatur kehidupan masyarakat 

adalah hukum adat. Masyarakat yang masih memelihara dan menghidupi nilai-nilai budayanya 

adalah masyarakat tradisional. Utomo menyebut masyarakat tradisional sebagai masyarakat hukum 

adat. Hal tersebut karena ia mendefinisikan mereka sebagai: 

 

14 Pakpahan., hlm 52 
15 Paoina Bara Pa, Perempuan dan Hukum Adat Sabu, Agustus 2023. 
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Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan dan hukum yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang 

benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari para 

penguasa adat.16  

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peran dari peraturan dan hukum adat masih 

mengikat masyarakat tradisional dalam kehidupan mereka.17 Hukum adat juga merujuk pada aturan 

kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan peraturan tersebut tidak dibentuk oleh penguasa 

pemerintahan sebagaimana peraturan perundangan.18 Hukum adat memiliki delapan corak yakni: 

tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan 

menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.19 Hukum adat sendiri memiliki sanksi. 

Pemberian sanksi atau yang sering disebut hukum sebenarnya bertujuan untuk memulihkan kembali 

keseimbangan yang terganggu sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu masyarakat. Pada saat terjadi pemulihan maka permasalahan telah selesai. 

Keputusan yang diambil tidak terlepas dari nilai-nilai yang dihidupi dalam masyarakat.20 

Di setiap daerah di Indonesia tentu memiliki hukum adat yang mengikat dan mengatur 

kehidupan masyarakatnya. Hukum adat itu sebagaimana dijabarkan di atas berhubungan dengan 

kosmologi, salah satunya dalam masyarakat Sabu.  Menurut Riwu Kaho, hukum adat dijiwai dan ada 

pada hati orang Sabu, meski ia tidak tertulis tetapi mengandung nilai-nilai bagi kehidupan dan 

memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum ini diwarisi dari leluhur sebab diterima dari Deo Ama (sapaan 

kepada Tuhan) untuk kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai agama suku Sabu menjadi sumber hukum 

adat. Sekalipun agama Kristen telah masuk tetapi pengaruh adat masih dijalankan dalam kehidupan 

dari hubungan kekerabatan, pertanian, penyadapan lontar dan memasak gula, perkawinan, kematian 

dan warisan.21 Orang Sabu menyebut adat istiadat sebagai Uku Rai Hawu yang diartikan sebagai 

norma atau kaidah yang tidak tertulis tetapi mengatur kehidupan masyarakat dan dijunjung tinggi 

 

16 Laksanto Utomo, Hukum Adat, 3rd ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019)., hlm 2 
17 Utomo.,  
18 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia : Edisi Revisi, 3rd ed. (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2014)., hlm 8 
19 Hadikusuma., hlm 33 
20 Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)., hlm 27-30 
21 Robert Riwu Kaho, Orang Sabu dan Budayanya (Kupang: Panitia Majelis Sinode GMIT XXV di Sabu, 2000)., 

hlm 71-72 
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serta akan dikenai sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi itu diberikan dalam dua bentuk yakni dari 

tua-tua adat atau Deo Ama dan para leluhur.22  

Dalam kaitannya dengan penanganan permasalahan KDRT, hukum adat di Sabu ikut 

berperan. Hal ini karena hukum adat telah dikenal dalam masyarakat Sabu sebelum adanya hukum 

positif. Terdapat beberapa kisah perempuan korban kekerasan yang memilih untuk menangani 

kekerasan yang dialaminya melalui hukum adat. Kisah dan pengalaman ini datang dari ketiga 

perempuan yakni IM, BA, dan TN yang mendapatkan kekerasan fisik dari pasangan masing-masing. 

Kekerasan ini tidak serta merta membuat ketiganya memilih bungkam, namun berani untuk 

melaporkan tindak kekerasan tersebut. Tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan membawa 

dampak pada luka fisik dan luka batin. Untuk itu mereka tidak ingin selamanya berada dalam 

lingkaran kekerasan, sehingga membuat laporan yang disampaikan kepada keluarganya agar 

mendapat perlindungan serta jalan keluar atas permasalahannya. 

Penelitian sebelumnya di mana hukum adat dilibatkan dalam penanganan masalah KDRT 

pernah dilakukan oleh Anselmus dkk serta Nirwaning. Dalam penelitian Anselmus dkk, hukum adat 

dipakai untuk memberikan sanksi kepada pelaku berupa denda agar memberikan efek jera, sebab 

penanganan dengan melibatkan pihak berwajib memerlukan proses yang lama, bersifat kaku, 

membuat hubungan keluarga menjadi renggang, dan belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku.23 

Hukum adat tersebut dilaksanakan melalui peran dari lembaga adat untuk memberikan sanksi, 

nasihat bagi pelaku dan korban, merekonsiliasi, dan mencegah terjadinya kekerasan kembali.24 Lalu 

dalam penelitian Nirwaning, hukum adat dipakai untuk menyelesaikan konflik dengan memakai 

nilai-nilai dan simbol dari budaya. Simbol budaya yang dipakai adalah okomama, yang mana 

memiliki makna sebagai penghargaan, persahabatan, dan kekerabatan. Permasalahan KDRT 

diselesaikan secara adat karena dianggap sebagai permasalahan pribadi dan bersifat tabu, sehingga 

tidak dilaporkan kepada pihak berwajib 25  

 

22 Robert Riwu Kaho, Orang Sabu dan Budayanya, 2nd ed. (Yogyakarta: Jogja Global Media, 2005)., hlm 16 
23 Anselmus Migelson Molebila, Daud Tallo, and Nikolas Manu, “Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak 

Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor,” COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 3, no. 02 (June 20, 2023): 536–46, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.796., hlm 538 
24 Migelson Molebila, Tallo, and Manu., hlm 542 
25 Nirwaning Makleat, “Tradisi Okomama sebagai Media Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) di Kecamatan Kota Soe, Nusa Tenggara Timur,” Journal of Millennial Community 2, no. 2 (October 1, 2020): 

53, https://doi.org/10.24114/jmic.v2i2.20042., hlm 54-56 
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Berbeda dengan kedua penelitian di atas, dalam penelitian kali ini hukum adat dilihat sebagai 

salah satu penanganan terhadap masalah KDRT. Hukum adat memberikan perlindungan dan ruang 

bagi perempuan untuk membagikan pengalaman kekerasannya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah 

untuk menekankan pentingnya pemberian ruang bagi perempuan dalam penyelesaian masalah 

KDRT. Dengan mempertimbangkan hukum adat sebagai alternatif, diharapkan pendekatan ini dapat 

berkontribusi dalam konseling pastoral yang berbasis budaya. Melalui pendekatan ini, perempuan 

mendapatkan dukungan yang holistik dan kontekstual, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, 

tetapi juga nilai-nilai kultural yang relevan dalam komunitas mereka.  

1.2. Rumusan Masalah  

Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani melalui hukum negara dan 

gereja. Namun, kedua bentuk hukum tersebut sering kali gagal mengakomodasi suara perempuan 

dengan memadai. Meskipun sudah ada peraturan dan ketentuan yang berlaku, kenyataannya banyak 

kasus KDRT yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Hukum negara, sekalipun resmi namun masih 

memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan bagi korban. Sementara gereja yang 

seharusnya juga melindungi korban, justru mengembangkan teologi yang membungkam kekerasan 

dan membuat perempuan menerima penderitaan tersebut. 

Hukum adat di Sabu dapat mengakomodir suara perempuan, memberikan mereka ruang 

untuk ikut dalam proses penyelesaian masalah KDRT. Dalam konteks ini, hukum adat dapat 

menawarkan pendekatan yang lebih peka terhadap kebutuhan dan perspektif perempuan. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hukum adat di Sabu dapat berfungsi sebagai 

alternatif bagi konseling pastoral dengan pendekatan budaya yang dapat ditawarkan oleh gereja. 

Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana hukum adat di Sabu dapat memberikan dukungan dan 

perlindungan bagi korban kekerasan, dibandingkan dengan pendekatan hukum negara dan gereja 

yang ada.  

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah: 

1) Bagaimana efektivitas dan mekanisme penerapan hukum adat di Sabu dalam 

menyelesaikan masalah KDRT? 
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2) Sejauh mana hukum adat di Sabu mampu mengakomodir dan memperkuat suara 

dalam proses penanganan masalah KDRT, termasuk dalam pemberian ruang bagi 

perempuan untuk berpartisipasi? 

3) Bagaimana hukum adat di Sabu dapat berkontribusi terhadap proses konseling 

pastoral yang adil dan memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan, serta 

bagaimana integrasi nilai-nilai budaya lokal dapat memperkaya pendekatan pastoral 

konteks masyarakat tradisional Sabu? 

 

1.4. Batasan Masalah   

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada kasus KDRT yang terjadi di kalangan perempuan 

di Kabupaten Sabu, khususnya di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara. Hal ini akan membatasi 

lingkup penelitian agar terfokus pada konteks budaya dan hukum adat yang khusus untuk suku Sabu. 

Selain itu permasalahan KDRT ini juga akan berfokus pada jenis kekerasan fisik. Meskipun dalam 

data yang disajikan menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan psikis, tapi 

penulis akan fokus pada kekerasan fisik. Hal tersebut karena hukum adat lebih sering diterapkan 

dalam permasalahan kekerasan fisik.  

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menunjukkan peran hukum adat di konteks 

Sabu yang berpihak pada perempuan. Hal ini berbanding dengan teks-teks Kitab Suci yang sering 

kali kurang menguntungkan bagi perempuan, dan cenderung mengorbankan mereka. Penelitian ini 

juga akan mengusulkan bentuk konseling pastoral lintas budaya dengan memanfaatkan nilai-nilai 

budaya Sabu yang menyediakan mekanisme pelindungan bagi perempuan.  

1.6. Landasan Teori 

Untuk menelusuri permasalahan KDRT ini lebih mendalam dalam kaitannya dengan proses 

konseling pastoral dengan pendekatan budaya, maka akan menggunakan teori konseling pastoral 

lintas budaya. Teori yang digunakan ini berasal dari David Augsburger dalam bukunya “Pastoral 

Counseling Across Cultures” dan Emmanuel Lartey dalam buku In Living Color: An Intrercultural 

Approach to Pastoral Care and Counselling. Dari sisi teologis sumbangan pemikiran dari 

Augsburger mengenai pastoral konseling lintas budaya menjadi pembuka jalan bagi perkembangan 
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di dunia pastoral. Augsburger memperluas cakupan pastoral ke perspektif antar budaya. Hal ini 

didasari pada individualisme barat yang berdampak pada dunia tradisional dan kontemporer saling 

bertabrakan.26  Dunia tradisional memiliki nilai-nilai budaya yang unik dan khas. Sering kali 

menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitasnya ketika berhadapan dengan budaya barat 

yang dominan.  

Augsburger menyoroti bahwa barat dianggap memiliki pemikiran yang modern karena tidak 

terikat pada wilayah geografi sebab cakupannya pada individualisme, saintisme, evolusionisme 

sosial, egalitarianisme dan aktualisasi diri. Sebaliknya dengan dunia ketiga yang dianggap sebagai 

orang luar sehingga memiliki kesenjangan karena dianggap non barat. Inilah mengapa dalam 

konseling barat pendekatan yang dilakukan berbeda dengan di dunia ketiga yang menyelesaikan 

masalahnya berada dalam keluarga bersama, polanya vertikal sebab masih berbakti dan bergantung 

pada kebijaksanaan para tetua dan percakapan terhadap masalahnya terjadi secara informal 

dibandingkan formal.27 Dalam kerangka ini, penting bagi praktisi pastoral untuk mengembangkan 

pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai budaya yang khas dunia ketiga. Hal 

ini mencakup pengakuan terhadap kekuatan dan keunikan dari pola interaksi tradisional, serta 

penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang dapat diterima dalam masyarakat tersebut, Pendekatan 

pastoral yang khas untuk masyarakat dunia ketiga dapat menjadi sumbangan yang penting dalam 

pengembangan pastoral yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas budaya yang beragam.  

Namun dalam teori yang dikembangkan dalam bukunya, penulis akan memberi perhatian 

pada salah satu bagiannya yakni pada tema “Women and men in cross-cultural therapy: a theology 

of liberation”. Pada tema ini, Augsburger menyadari bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan 

telah mengakar sejak berabad-abad lalu sehingga terbentuk sistem kepercayaan patriarki. Sistem 

patriarki ini tidak begitu saja ada, namun lahir dan menguat karena adanya dukungan sistem lainnya, 

salah satunya dari agama-agama besar. 28 Dengan menguatkan sistem patriarki ini membuat adanya 

stereotip gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada penindasan yang dialami 

 

26 David Augsburger, Pastoral Counseling Across Cultures (Philadelphia, Pennyslvania: The Westminster Press, 

1986)., hlm 13 
27 Augsburger., hlm 16 
28 Augsburger., hlm 216 
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oleh perempuan sebagai yang berada pada posisi subordinasi. Untuk itu Augsburger melandaskan 

pelayanan pastoralnya pada pembebasan bagi semua gender. 29   

Serupa dengan Augsburger yang berfokus pada pastoral lintas budaya, Emmanuel Lartey pun 

menaruh fokus yang sama. Emmanuel Lartey dengan tulisannya In living color : an intercultural 

approach to pastoral care and counselling menyadari bahwa pendekatan pastoral dan konseling 

perlu lebih inklusif dan beragam. Maknanya tidak lagi terbatas pada konteks Kristen saja, melainkan 

memperhatikan berbagai budaya, terutama dalam dunia yang majemuk, postmodern, dan 

pascakolonial. Dalam pembahasan ini, istilah interkultural digunakan untuk menyoroti kompleksitas 

hubungan antarbudaya. Tujuannya adalah agar berbagai suara dan pengalaman budaya didengar 

dengan penekanan khusus pada Afrika, Afrika diaspora, Inggris, dan Amerika. Hal ini untuk 

memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam pelayanan pastoral dan konseling. 30 Ini 

berarti pelayanan pastoral membuka peluang pada konteks budaya termasuk budaya tradisional agar 

suara dan pengalaman dari budaya tradisional juga didengar dan dipertimbangkan dalam pelayanan 

pastoral. Ini tampaknya dilakukan supaya pengalaman pastoral tidak terbatas pada konteks Kristen 

saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional.  

Pelayanan pastoral sendiri mempunyai akar yang panjang dalam sejarah, dimulai dari peran 

pendeta penyembuh pada zaman kuno yang memberikan dukungan dan penghiburan kepada orang-

orang dalam komunitas mereka. Meskipun konselor Barat saat ini berbeda dengan para pendahulu 

mereka, tetapi kebutuhan manusia untuk mencari bantuan dan makna dalam hidup tetap sama dari 

masa ke masa. Orang-orang di seluruh dunia mencari orang lain yang bisa membantu mereka merasa 

lebih baik atau memberikan makna dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa esensi dari 

pelayanan pastoral tetap tentang kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain serta membantu 

mereka dalam menghadapi masalah hidup.31 Dengan mempertimbangkan konteks di atas, pastoral 

dalam masyarakat tradisional mengarahkan pencarian pertolongan kepada individu yang dituakan 

atau tokoh masyarakat. Mereka ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya, 

sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai cara penyelesaian masalah.  

 

29 Augsburger., hlm 241 
30 Emmanuel Lartey, In Living Color : An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling, 2nd ed. 

(London ; Philadelphia, PA: J. Kingsley, 2000)., hlm 13 
31 Lartey., hlm 16 
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Sementara pada teori Lartey, penulis akan berfokus pada salah satu tema yakni liberation as 

pastoral praxis. yang menggunakan perspektif teologi pembebasan untuk praksis pastoral. Perspektif 

ini sangat penting dalam konteks dunia ketiga, karena tema pembebasan menjadi ekspresi teologis 

utama mereka.32 Pespektif tersebut mencakup tiga prosedur reflektif dalam teologi pembebasan: 

analisis sosial, analisis hermeneutik, dan orientasi praksis.33 Tema pembebasan ini juga diangkat oleh 

Augsburger dalam konteks konseling, namun Lartey memberikan sumbangan penting dengan 

metodologi yang dapat digunakan dalam praksis pastoral. 

Kedua teori ini akan dikaitkan dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) yang diselesaikan melalui hukum adat. Hukum adat merupakan bagian integral dari budaya 

Sabu dan menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik. Potensi hukum adat tidak hanya 

memberikan mekanisme perlindungan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk konseling pastoral 

yang menggunakan pendekatan budaya. Hukum adat memiliki mekanisme khas dalam 

menyelesaikan masalah, yang mencakup mediasi dan musyawarah yang berujung pada rekonsiliasi. 

Dalam konteks KDRT, hukum adat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya setempat. 

Dengan demikian, mengintegrasikan teori Augsburger dan Lartey dengan pendekatan hukum 

adat dapat memperkaya mekanisme penyelesaian KDRT. Augsburger, yang menekankan pada 

pastoral lintas budaya, dan Lartey, yang menggunakan perspektif teologi pembebasan, keduanya 

menawarkan perspektif yang dapat meningkatkan efektivitas hukum adat dalam menangani kasus 

KDRT. Kolaborasi ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak 

hanya menghargai nilai-nilai budaya lokal tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pastoral yang 

berfokus pada pembebasan dan penyembuhan. 

1.7. Metode Penelitian 

Dalam mengembangkan penelitian, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Metode ini sering 

dianggap sebagai pendekatan humanis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap masalah 

 

32 Lartey., hlm 116 
33 Lartey., hlm 116 
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sosial, memiliki berbagai metode, serta lebih menunjukkan kepada kualitas dibandingkan kuantitas.34 

Untuk menunjang penelitian kualitatif maka diperlukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data mengenai KDRT dan bentuk penanganannya melalui hukum adat.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanajawa,  Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu 

Raijua, Pemilihan tempat ini karena nilai-nilai budaya masih terjaga dan para tetua adat masih dapat 

ditemui. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah purposive sampling.  Jenis 

ini dipilih dengan tujuan dapat menghasilkan data yang relevan dan dalam jumlah yang banyak 

berhubungan dengan topik studi.35 Narasumber yang berhasil dihubungi berjumlah sepuluh orang. 

Adapun narasumber terdiri dari: empat orang tokoh masyarakat dan satu tua adat (Mone Ama) yang 

masih memegang kepercayaan lokal. Mereka dipilih karena selain sebagai tokoh yang dituakan 

dalam masyarakat juga menjadi mediator dalam menangani permasalahan dalam masyarakat, salah 

satunya kasus KDRT, dan dianggap masih memahami dan memelihara adat-istiadat. Lalu 

narasumber lainnya berasal dari korban kekerasan yang berjumlah tiga orang. Mereka dipilih karena 

bersedia membagikan kisah mereka. Selanjutnya dua narasumber yang berasal dari gereja. Satu 

narasumber melayani di UPP Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan GMIT serta memberi 

perhatian khusus pada isu-isu di sekitar budaya Sabu, sementara satu narasumber bekerja sebagai 

relawan di Rumah Harapan GMIT. Mereka dipilih karena pelayanannya bersentuhan langsung 

bersama korban kekerasan.  

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara diperlukan 

untuk memperoleh informasi dari pengalaman partisipan. Indepth interview digunakan agar 

pengalaman dari partisipan mampu ditangkap artinya oleh peneliti.36 Sementara itu untuk observasi 

dipakai jenis observasi partisipan yang berarti terlibat secara dekat dengan subjek yang diteliti.37 

 

1.8.Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

34 Samsu, Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta 

Research & Development) (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).. hlm 85 
35 Robert K. Yin, Qualitative Research from Start to Finish (New York: Guilford Press, 2011)., hlm 883 
36 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Grasindo, 

2010)., hlm 116-117 
37 Yin, Qualitative Research from Start to Finish., hlm 122 
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BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini akan berisi latar belakang yang terdiri dari realita KDRT 

terhadap perempuan; Hukum adat yang digunakan sebagai pendekatan budaya dalam 

penyelesaian kasus KDRT; Pastoral lintas budaya yang dikembangkan berdasarkan konteks 

budaya yang berbeda; Rumusan masalah; Pertanyaan penelitian; Batasan masalah; Tujuan 

penelitian; Landasan teori; Metode Penelitian; Sistematika penulisan.  

BAB II. Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif David Augsburger dan Emmanuel 

Lartey. Pada bab ini akan berisi teori pastoral lintas budaya dari Augsburger dan Lartey. 

Sebelum masuk pada teorinya terlebih dahulu akan dijelaskan kebutuhan pastoral lintas 

budaya dalam konteks yang multikultural. Lalu memperkenalkan secara singkat latar 

belakang kedua tokoh. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teori dari masing-masing 

tokoh terkait dengan isu gender dan upaya pembebasan yang dimasukkan sebagai pendekatan 

konseling. Selanjutnya dari kedua teori itu akan ditinjau kesinambungannya dalam konseling 

lintas budaya. 

BAB III. Konteks KDRT di Sabu. Pada bab ini akan berisi hasil penelitian lapangan. Hasil 

penelitian ini akan memberikan gambaran konteks masyarakat Sabu dan konteks sosialnya. 

Lalu akan dijabarkan mengenai permasalahan KDRT yang terjadi dan penyelesaiannya 

melalui hukum adat Sabu. Penyelesaian dengan pendekatan budaya ini memiliki makna 

filosofis yang menjadi ciri khas dalam masyarakat Sabu.  

BAB IV. Refleksi Teologis terhadap Hukum Adat dan Pendekatan Konseling Pastoral 

lintas Budaya melalui Kisah Perbuatan Noda di Gibea (Hakim-hakim 19:1-30).  Bab ini 

akan berisi refleksi teologis yang dipilih dari salah satu kisah dalam Alkitab dari teks 

Hak.19:1-20. Dari kisah itu akan ditemukan nilai-nilai teologis yang kemudian akan 

diimplementasikan pada hukum adat dan pastoral lintas budaya dalam ranah permasalahan 

KDRT.  

BAB V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan berupa temuan dari keseluruhan penulisan dan 

pertimbangan kritis terhadap permasalahan KDRT dan penanganannya melalui hukum adat 

Sabu. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisi hasil temuan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. 

Seluruh temuan yang telah dibahas ini guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian 

yang diajukan di bab pendahuluan. 

 

Penerapan hukum adat di Sabu dalam penyelesaian masalah KDRT melibatkan mekanisme 

tradisional yang berupaya mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang untuk 

berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian masalah 

KDRT yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan perempuan. Penyelesaian umumnya 

dilakukan melalui hukum negara dan gereja. Hukum negara telah membentuk undang-undang 

penghapusan KDRT untuk memberikan perlindungan bagi korban dan menghukum pelaku 

kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya hukum negara belum sepenuhnya mampu memberikan 

perlindungan yang memadai bagi korban. Di sisi lain, gereja berupaya menolong korban kekerasan 

melalui pelayanan, tetapi upaya ini belum efektif, karena adanya pemahaman bahwa kekerasan 

merupakan bagian dari penderitaan yang harus dijalani. 

 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dengan pendekatan menggunakan hukum negara 

dan gereja, tingkat KDRT masih tetap tinggi. Pendekatan budaya dianggap sebagai pendekatan 

yang relevan, mengingat budaya patriarki yang sering kali memberi dampak pada bentuk-bentuk 

penindasan kepada perempuan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks 

pendekatan budaya, hukum adat menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian masalah 

KDRT. Di Sabu, hukum adat memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada perempuan 

yang menjadi korban KDRT. 

 

Hukum adat Sabu bukan hanya menjadi kearifan lokal, tetapi juga menjadi instrumen 

hukum yang dipakai masyarakat dalam menangani konflik dan menjaga perdamaian. Dalam 

melakukan penyelesaian melalui hukum adat terdapat empat tahap, yaitu: tahap pelaporan, tahap 

pertemuan, tahap musyawarah, dan tahap penyelesaian yang memiliki kekhasan dalam bentuk 

cium hidung (henga’do) sebagai bentuk rekonsiliasi dan penyembelihan sebagai pemberian sanksi. 

Kedua bentuk ini merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan keseimbangan  
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dalam masyarakat. Tidak hanya itu, terdapat juga peran dari tua adat atau tokoh masyarakat 

sebagai mediator dalam penyelesaian masalah KDRT. 

 

Hukum adat mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang kepada perempuan 

dalam penyelesaian masalah KDRT melalui tahapan penyelesaian masalah. Pertama, pada tahap 

pelaporan, perempuan yang mengalami KDRT dapat melaporkan permasalahan kepada 

keluarganya. Ini memberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan yang dialaminya, 

memastikan bahwa suaranya didengar sejak awal proses. Kedua, pada tahap pertemuan, keluarga 

bersama tua adat atau tokoh masyarakat mengadakan pertemuan untuk menangani masalah yang 

dilaporkan. Pertemuan ini merupakan forum di mana permasalahan dibahas secara kolektif, 

dengan tujuan menemukan solusi yang adil dan tepat. 

 

Ketiga, pada tahap musyawarah, perempuan yang menjadi korban KDRT diberi ruang 

untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Dalam musyawarah ini, perempuan 

tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam negosiasi 

untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Ini memastikan bahwa perspektif dan keinginan korban 

menjadi bagian dari proses penyelesaian. Terakhir, pada tahap penyelesaian, terjadi proses 

rekonsiliasi dan pemberian sanksi. Dalam tahap ini, keputusan diambil berdasarkan musyawarah 

sebelumnya, dengan tujuan memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya 

kekerasan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendukung 

pemulihan korban. Dengan melalui tahap-tahapan ini, hukum adat di Sabu memastikan bahwa 

perempuan terlibat dalam setiap tahap penyelesaian masalah. 

 

Hukum adat berkontribusi bagi proses konseling yang adil dan memberikan perlindungan 

bagi perempuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan moral yang penting dalam 

komunitas setempat. Pendekatan ini mencakup penghormatan terhadap perempuan dan 

perlindungan terhadap mereka dalam konteks sosial yang relevan. Dengan menggabungkan nilai- 

nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat, hukum adat dapat memberikan perlindungan yang 

lebih sesuai bagi perempuan dibandingkan dengan sistem hukum lain yang mungkin tidak 

mempertimbangkan konteks budaya lokal. 

 

Berbeda dengan pendekatan gereja yang sering kali belum memberikan perlindungan yang 

memadai kepada perempuan karena adanya pemahaman yang berkembang bahwa kekerasan yang 
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dialami merupakan bagian dari penderitaan yang perlu dijalani, hukum adat lebih berfokus pada 

perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai bagian dari komunitas. Gereja sering 

kali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk menangani masalah kekerasan dengan adil. 

Sementara itu, hukum negara juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang 

memadai. Banyak korban kekerasan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena 

berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Selain 

itu, pelaksanaan hukum negara sering kali belum efektif dalam menjerat pelaku kekerasan dan 

memberikan keadilan bagi korban. 

 

Dalam konteks ini, hukum adat menawarkan bentuk penyelesaian yang bisa digunakan 

dalam konseling yang lebih responsif dan kontekstual. Dengan pendekatan yang lebih berpusat 

pada komunitas, hukum adat tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan, tetapi 

juga memfokuskan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi dalam komunitas. Proses-proses 

seperti musyawarah dan rekonsiliasi memberikan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan 

pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Hal ini memastikan bahwa 

perempuan mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang sesuai dengan konteks 

budaya mereka. 

 

Dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas juga diperlukan teori pastoral yang 

memadai dalam menghadapi permasalahan KDRT dengan pendekatan budaya. Teori pastoral yang 

dipakai adalah teori pastoral lintas budaya yang dibawakan oleh para ahli. Teori itu berasal dari 

David Augsburger dan Emmanuel Lartey untuk memberikan landasan penting bagi praktisi 

pastoral dalam memahami dan mengatasi masalah KDRT. Dari teori Augsburger didapati potensi 

kesetaraan dalam budaya tradisional, yang sering kali terabaikan. Ini menunjukkan bahwa 

pelayanan pastoral tidak hanya tentang memberikan dukungan psikologis, tetapi juga harus 

memperjuangkan pembebasan dari struktur yang menindas. Di sisi lain, teori Lartey didapati 

pendekatan metodologi pembebasan sebagai landasan bagi praktisi pastoral dalam mengatasi 

bentuk penindasan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks pastoral lintas 

budaya, di mana norma dan nilai budaya beragam, penting untuk memahami kompleksitas ini dan 

menyesuaikan praktik pastoral agar relevan dan efektif dalam melayani beragam individu. 

 

Selain teori yang digunakan, juga ada refleksi teologis yang di dalamnya berisi evaluasi 
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terhadap teks Alkitab dan konteks KDRT yang terjadi. Teks yang dipilih dari Hak. 19:1-30 

mengenai perbuatan noda di Gibea. Teks ini memberikan kisah tentang perempuan menjadi korban 

kekerasan dan ditumbalkan untuk melindungi laki-laki. Dari teks ini kemudian didapati nilai-nilai 

teologis yang dapat dihubungkan dengan penyelesaian masalah KDRT melalui hukum adat dan 

konseling pastoral lintas budaya. Teks ini menampilkan narasi tentang perempuan mendapat 

kekerasan yang tubuhnya dikorbankan untuk kepentingan laki-laki. Kisah ini kemudian dikaitkan 

dengan konteks penyelesaian masalah KDRT di Sabu, yang mana perempuan sama-sama 

menghadapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan berupaya mencari perlindungan, 

namun tidak berarti perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk bernegosiasi terhadap 

kekerasan, sehingga diperlukan perubahan dalam menafsir teks yang lebih dekat dengan 

pergumulan perempuan dan menggunakan nilai-nilai budaya sebagai salah satu model pendekatan 

konseling pastoral lintas budaya. 

 

Secara keseluruhan, penulisan dan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat 

menjadi alat efektif dalam menangani masalah KDRT, meskipun masih ada beberapa catatan yang 

perlu diperhatikan. Selain itu, konseling pastoral lintas budaya tidak saja dimaknai sebagai upaya 

memahami perbedaan budaya antara konselor dan konseli, tetapi juga dapat memanfaatkan nilai- 

nilai budaya sebagai sumber inspirasi dalam praktik konseling pastoral. Dengan demikian, 

integrasi antara hukum adat, teologi pastoral, dan pemahaman lintas budaya menjadi kunci dalam 

upaya penyelesaian masalah KDRT yang holistik dan berkelanjutan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan dan usul-saran yang 

dikritisi dari penulisan ini: 

 

1. Bagi Gereja 

a. Gereja perlu mengembangkan pelayanan pastoral lintas budaya dengan 

memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung penyelesaian masalah 

KDRT. 

b. Gereja perlu memberi perhatian khusus pada permasalahan KDRT, khususnya 

bagi jemaat pedesaan, dengan memberikan akses layanan rumah aman bagi korban 

kekerasan, sehingga layanan tersebut tidak hanya dapat diakses oleh jemaat 

perkotaan. 
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c. Gereja tidak saja memberikan pastoral saat sudah terjadi kekerasan, tetapi juga 

dapat memberikannya melalui katekisasi pra nikah, dengan membekali setiap 

pasangan materi-materi yang dibutuhkan dalam menjalani pernikahan. 

d. Gereja perlu mengevaluasi ajaran atau tafsiran kitab yang menganggap bahwa 

kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pikul salib atau bentuk ketaatan 

kepada suami. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan dialog terbuka dengan 

jemaat untuk mendiskusikan pandangan dan pengalaman mereka terkait KDRT. 

e. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti CD Bethesda yang 

mempunyai concern tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak 

2. Bagi Masyarakat: 

a. Memberikan perempuan ruang untuk terbuka pada masalah KDRT dan bukan 

menganggapnya sebagai aib. 

b. Melindungi korban KDRT sebagai bentuk dukungan kepada korban dan penolakan 

terhadap segala bentuk kekerasan dalam lingkup komunitas pada umumnya, dan 

rumah tangga pada khususnya. 

c. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang memberi penghargaan dan penghormatan 

yang setara bagi laki-laki dan perempuan, sehingga terciptanya harmonisasi di 

antara gender dan masyarakat. 

 

3. Bagi Perempuan 

a. Menyadarkan perempuan bahwa mereka bukan sebagai objek dari kekerasan. 

b. Memberikan perempuan keberanian untuk menyuarakan kekerasan yang dialami, 

dan mencari perlindungan terhadap tindak kekerasan. 

c. Memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri untuk 

kehidupannya yang tidak terbelenggu oleh kekerasan. 
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